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Dokumen ini adalah milik
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
Dilarang menggandakan sebagian maupun
secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
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SOP PENATAUSAHAAN PNBP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018
tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak;

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun

2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
230/PMK.05/2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 162 /PMK.05/2013 tentang
Kedudukan Dan Tanggung Jawab
Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola
Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara

Perdirjen Perbendaharaan
No.3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis
Penatausahaan, Pembukuan, dan
Pertanggungjawaban pada Satker
Pengelola APBN

Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung No. 57/KMA/III/2019 tentang
Petunjuk  Pelaksanaan  Pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak Di
Lingkungan Mahkamah Agung Dan
Badan Peradilan Yang Berada
Dibawahnya

S-1 Sederajat
D-3 Akuntasi, Administrasi Bisnis
SMA Sederajat

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
. SOP Pendaftara Perkara

. SOP Pemanggilan

1
2
3. SOP Pengambilan Produk
4
5

. SOP Proses Persidangan

1. Komputer
2. Alat Tulis
3. Tanda Terima Setoran SSBP

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan
tidak akan berakhir

Aplikasi SAKTI, Aplikasi Simari, Laporan Realisasi PNBP, LPJ,
BA Pemeriksaan Kas




Pelaksana Mutu Baku
Kasir /
No Aktivitas
Pengelola Bend?hara Opr KPA Persyaratan/ Waktu | Output
Keuangan | penerimaan | Pelaporan Perlengkapan
Perkara
1 |Melakukan pemungutan Tanda terima 10 Tanda
PNBP menit terima
2 |Menerima setoran PNBP v Tanda terima 10 Tanda
menit terima
3 |Menginput penerimaan PNBP A Tanda terima 10 BKU
menit
4 |Menyetor PNBP ke Bank v Tanda terima 10 SSBP
menit
S [Mencetak SBS dan lembar v A SSBP 10 Bukti
penerimaan dari Simari dan menit Setor
penyerahan SBS pada kasir
6 |Melakukan rekonsiliasi v Bukti Setor 10 BKU
dengan Operator Pelaporan menit
SAKTI
7 |Mencetak pembukuan dan BKU 10 Laporan
realisasi PNBP dan BA < menit PNBP, LPJ
Rekonsiliasi dari Aplikasi
Simari
8 |Menginput data penerimaan \ Laporan PNBP, (10 Laporan
dan penyetoran PNBP ke LPJ menit PNBP, LPJ
Aplikasi SAKTI
9 [Mencetak LPJ, BA Cash \ LPJ, ADK 10 LPJ, ADK
Opname, dan BKU serta menit
lembar konfirmasi dari SAKTI
Menandatangani dokumen N Laporan PNBP, (10 Laporan
LPJ bersama dengan KPA " LPJ menit PNBP, LPJ
10
Menguplod ADK dan ADK, LPJ S menit |LPJ
dokumen LPJ ke dalam <
11 |Aplikasi SAKTI
Menyampaikan LPJ dan LPJ 10 LPJ
konfirmasi ke KPPN untuk menit
12 |disahkan
Menguplod LPJ ke dalam LPJ S menit |LPJ
Aplikasi Komdanas dan l I:
13 |mengarsipkan

Waktu yang diperlukan : 2 jam
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